Analysis report
Compilatio Magister+ | UMSIDA

fridayani Artikel pengalihan hak sewa FR ~ 169

ID : 523fa573d569075c61ac3eab3f3e6b7¢3361018e Suspicious texts

File name : fridayani Artikel pengalihan hak sewa FR.txt Submitter : UMSIDA Perpustakaan
Original file size : 361.78 KB Submission date : July 13, 2026
Number of words : 5,923 Upload type : interface

analysis end date : July 13, 2026

@ Summary (section 1/3)

Location of suspect texts in the document :

Included in the suspicious text score :

@ Similarities 14%
Passages with similarities to sources found in different collections.
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Al detection 1%

Texts with stylistically similar formulations to Al-generated text.
This rate is an indicator, not proof. Check with the author that he/she has mastered the knowledge mentioned in the document.

@ Unrecognized languages 2%

Passages in which some of the vocabulary used is not part of the language dictionary. This may be an attempt by the author to
modify the text to make detection impossible.
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Not included in the percentage of suspicious texts :

Q Texts between quotes 5%

Passages between quotation marks, often revealing a quotation.



k= Sources of similarities (section 2/3)

@ Similarities
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Legal Analysis of Tenants Who Refuse to Take Responsibility for...
archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint/download/9518/68587 (4

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK SEWA DALAM...
doi.org/10.23887/jpss.v6i1.5374 (4

ANALISIS HUKUM PERJANJIAN SEWA MENYEWA DALAM PRAKTIK...
jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/21535 (4
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publisherqu.com
publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/2078 (4

mail.almufi.com
mail.almufi.com/index.php/ASH/article/view/424 (4

Tuntutan hukum secara perdata berupa ganti rugi dalam...
doi.org/10.55904/cessie.v4i1.1493 4

unram.sgp1.digitaloceanspaces.com

unram.sgp1.digitaloceanspaces.com/simlitabmas/kinerja/penelitian/jur...

Naskah Alfin | PDF
id.scribd.com/document/916814464/Naskah-Alfin (4

jurnal.peneliti.net
jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/9338/5933 (4

ojs.daarulhuda.or.id
ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHl/article/download/902/948 (4
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https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/2078
https://mail.almufi.com/index.php/ASH/article/view/424
https://doi.org/10.55904/cessie.v4i1.1493
https://unram.sgp1.digitaloceanspaces.com/simlitabmas/kinerja/penelitian/jurnal/341d78ee-da5c-4483-993a-0a4700010100-5.%2BBaiq%2BKarunia%2B374-384.pdf
https://id.scribd.com/document/916814464/Naskah-Alfin
https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/9338/5933
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/902/948

Ex Points of interest (section 3/3)

Page|1

Copyright © 2018 Author [s]. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original
author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in
accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not
comply with these terms.

Analysis of the Validity and Legal Consequences of Transfering Shophouse Lease Rights Without the Original
[Analisis Keabsahan dan Akibat Hukum Pengalihan Hak Sewa Ruko tanpa Persetujuan Pemilik]
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Abstract. A lease agreement is a type of agreement governed by civil law, that gives the lessee the right to use or enjoy an
item belonging to another party for a specified period of time in exchange for payment. Basically, a lease agreement
involves two parties, namely the lessor and the lessee. But in practice, this legal relationship can develop into a three-party
relationship if there is a transfer of lease rights. Legal issue arise when tenants transfer lease rights without the owner’s
consent, as this raises questions regarding the validity of the agreement, the legal position of third parties, and the legal
liability of the parties involved. This study aims to examine the validity of the transfer of shop lease rights in a legal
relationship involving three parties and to analyze the legal liability of the second tenant for the consequences that arise.
The research method used is normative juridical with a statute approach, by examining primary legal materials, namely
the Civil Code, and secondary legal materials such as books, scientific journals, and scientific articles. The analysis was
conducted deductively with a descriptive presentation of the facts and legal relationship between the parties. The results of
the study show that the lease agreement between the owner and the first tenant is valid and legally binding as stipulated in
Article 1320 of the Civil Code. However, the transfer of lease rights to a third party without the owner’s consent renders the
legal relationship invalid and not legally binding. The actions of the first tenant can be categorized as default, while the
second tenant possession of the leased property without the owner’s permission can be categorized as an unlawful act.
Therefore, it is recommended to make a written agreement that includes a clause regarding the transfer of lease rights to
ensure legal certainty and protection for the parties. Keywords - Lease, Lease transfer, Third Party

Abstrak. Perjanjian sewa menyewa merupakan salah satu bentuk perjanjian bernama dalam hukum perdata. Melalui
perjanjian ini, pemilik memberikan hak kepada pihak penyewa untuk memanfaatkan dan menikmati suatu barang yang
dimilikinya selama jangka waktu yang telah disepakati dengan imbalan berupa pembayaran dari penyewa. Pada
dasarnya, perjanjian sewa menyewa melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Namun,
dalam praktiknya hubungan hukum tersebut dapat berkembang menjadi hubungan tiga pihak apabila terjadi pengalihan
hak sewa. Ketika penyewa melakukan pengalihan hak sewa tanpa persetujuan dari pemilik, karena hal tersebut maka
akan menimbulkan persoalan terkait dengan keabsahan perjanjian, posisi hukum pihak ketiga, serta tanggung jowab
hukum bagi para pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan pengalihan hak sewa ruko dalam
hubungan hukum yang melibatkan tiga pihak serta menganalisis tanggung jawab hukum penyewa kedua atas akibat yang
muncul. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan
(statute approach), dengan mengkaji bahan hukum primer yaitu KUHPerdata dan bahan hukum sekunder seperti buku,
jurnal ilmiah, serta artikel ilmiah. Analisis dilakukan secara deduktif dengan mendeskripsikan fakta dan hubungan hukum
para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian antara pemilik dan penyewa pertama sah berdasarkan Pasal
1320 KUHPerdata, sedangkan pengalihan hak sewa kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik tidak memiliki
kekuatan mengikat terhadap pemilik.. Tindakan penyewa pertama dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, sedangkan
penguasaan objek sewa oleh penyewa kedua tanpa izin pemilik dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan
hukum. Oleh karena itu, dalam membuat perjanjian disarankan secara tertulis, serta memuat klausul mengenai
pengalihan hak sewa untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Kata Kunci - Sewa menyewa,
Pengalihan hak sewa, Pihak ketiga
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I. PENDAHULUAN

Rumah Toko atau yang biasa disebut ruko merupakan suatu bangunan yang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai
tempat tinggal sekaligus tempat usaha. Pada umumnya ruko dibangun secara berderet dalam satu kawasan
tertentu guna menunjang aktivitas perdagangan dan jasa. Dalam pemanfaatannya, guna memperoleh keuntungan
ekonomi yang lebih optimal, pemilik ruko pada umumnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk
memanfaatkan ruko tersebut melalui perjanjian sewa menyewa. [1] Perjanjian sewa menyewa rumah dan perjanjian
sewa menyewa ruko memiliki persamaan dari segi bentuk perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1548
KUHPerdata, namun juga memiliki perbedaan jika dilihat dari tujuan penggunaannya. Sewa rumah pada umumnya
ditujukan sebagai tempat hunian, sehingga unsur utama yang diperhatikan adalah kelayakan bangunan,
kenyamanan keamanan, serta fasilitas penunjang seperti air dan listrik. Oleh karena itu, pemilik rumah wajib
menyediakan tempat tinggal yang layak huni dan terpelihara, sedangkan penyewa wajib membayar sewa tepat
waktu serta menjaga kondisi rumah selama masa sewa.[2] Sedangkan, perjanjian sewa menyewa ruko memiliki
karakteristik yang lebih kompleks karena objek sewa yang digunakan tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga
sebagai tempat usaha atau kegiatan komersial. Oleh karena itu, nilai ekonomis bangunan menjadi faktor utama,
termasuk letak yang strategis, kemudahan akses usaha, serta potensi keuntungan yang dapat diperoleh penyewa.
Oleh sebab itu, isi perjanjian sewa ruko pada umumnya memuat klausul yang lebih rinci, seperti izin penggunaan
usaha, renovasi bangunan, pemasangan papan nama, pengalihan hak sewa kepada pihak ketiga, dan tanggung
jawab atas kerusakan akibat kegiatan usaha.[3] Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),
hubungan hukum antara pemilik dan penyewa diatur melalui ketentuan sewa menyewa, yang menimbulkan hak dan
kewajiban bagi masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Setelah kedua pihak mencapai
kesepakatan, maka sewa menyewa dapat dianggap sah dan mengikat bagi para pihak.[4] Sewa menyewa adalah
suatu perjanjian antara dua pihak, dimana satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk menggunakan
atau menikmati suatu barang dengan jangka waktu tertentu. Sebagai gantinya, pihak penyewa wajib membayar
sejumlah harga yang telah disepakati.[5] Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian dinyatakan sah
apabila memenuhi 4 (empat) syarat, yang diantaranya adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat
suatu perikatan, suatu persoalan tertentu, adanya suatu sebab atau klausula yang halal. [6] Untuk memberikan
kepastian hukum kepada para pihak yang akan melakukan perjanjian sewa menyewa maka dibuat kesepakatan
dalam bentuk perjanjian, perjanjian tersebut dapat berupa tertulis atau tidak tertulis (lisan).[7] Dalam hal ini,
perjanjian tertulis kedudukannya lebih kuat daripada perjanjian tidak tertulis. Karena, perjanjian tertulis lebih
mudah dibuktikan atau dijadikan alat bukti di pengadilan ketika terjadi konflik. Namun, pada kenyataannya banyak
dari masyarakat yang masih menggunakan perjanjian tidak tertulis atau lisan dalam melakukan perjanjian sewa
menyewa. Situasi seperti ini sering membuat penyewa bertindak sewenang- wenang terhadap pemilik. Salah satu
contoh yang terjadi yaitu, penyewa secara sepihak mengalihkan kontrak sewa ruko kepada pihak ketiga atau
menyerahkan begitu saja perjanjian sewanya kepada orang lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemilik
ruko. Tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati dalam
perjanjian, karena yang berwenang untuk mengalihkan hak sewa pada dasarnya adalah pemilik. Ketika penyewa
melakukan pengalihan hak sewa kepada pihak lain maka permasalahan hukum akan terjadi, seperti timbulnya
sengketa terkait pembayaran sewa, tanggung jawab terhadap pemeliharaan bangunan, hingga kewajiban untuk
mengosongkan ruko apabila terjadi perselisihan. Situasi ini menjadi semakin rumit apabila penyewa kedua telah
menempati ruko dan menganggap memiliki hak atas penggunaan ruko tersebut karena merasa telah membayar
uang sewa kepada penyewa pertama, meskipun secara hukum penyewa kedua tidak memiliki hubungan langsung
dengan pemilik. Tindakan tersebut pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap perjanjian yang sebelumnya
telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam KUHPerdata, pelanggaran atas perjanjian tersebut dikategorikan
sebagai wanprestasi.[8] Perjanjian sewa menyewa pada dasarnya merupakan perjanjian yang bersifat
konsensualisme, sehingga dianggap sah ketika unsur pokoknya terpenuhi, yaitu adanya objek sewa dan harga sewa
yang diajukan oleh pemilik serta disetujui oleh penyewa. Perjanjian ini memberikan hak kepada penyewa untuk
menikmati objek sewa tanpa memberikan hak kepemilikan atas objek tersebut. Hubungan hukum antara pemilik
dan penyewa muncul sejak keduanya mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian sewa. Melalui
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perjanjian tersebut, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan, sehingga menciptakan
hubungan timbal balik yang harus dipenuhi oleh keduanya.[9] Selain itu, Pasal 1559 KUHPerdata, menyebutkan
bahwa penyewa juga tidak diperbolehkan untuk menyewakan kembali barang sewaan kepada pihak lain.[10]
Namun, dalam praktiknya tindakan penyewa yang tetap mengalihkan hak sewa kepada pihak lain tanpa
sepengetahuan atau persetujuan pemilik dapat menimbulkan akibat hukum, baik berupa pembatalan perjanjian
apabila unsur kesepakatan tidak terpenuhi akibat wanprestasi, maupun batal demi hukum apabila pengalihan
kepada pihak ketiga dilakukan tanpa persetujuan pemilik sebagai pihak yang berwenang atas objek sewa. Dalam
perjanjian sewa menyewa, perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya, yaitu pemilik dan
penyewa, pemilik sebagai pihak pertama tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak ketiga. Pengalihan hak sewa
oleh penyewa kepada pihak ketiga dapat dikatakan sah dan menimbulkan hubungan hukum apabila dilakukan
dengan persetujuan pemilik dan dinyatakan secara jelas dalam perjanjian. Dengan adanya persetujuan tersebut, hak
dan kewajiban yang awalnya melekat antara pemilik dan penyewa beralih menjadi tanggung jawab antara penyewa
dengan pihak ketiga hingga masa sewa awal berakhir. Namun, apabila pengalihan hak sewa dilakukan tanpa izin
pemilik, maka hal tersebut melanggar ketentuan hukum sehingga perjanjian antara penyewa dan pihak ketiga tidak
melibatkan pemilik, dan seluruh akibat hukumnya berada pada penyewa sebagai pihak yang melakukan perbuatan
tanpa dasar hak.[11] Keabsahan suatu perjanjian sewa menyewa diakui secara sah apabila memenuhi unsur pada
Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga hubungan hukum yang tercipta antara para pihak memiliki kekuatan mengikat
sebagaimana perikatan pada umumnya.[12] Hal tersebut, menegaskan bahwa keabsahan perjanjian menjadi
pondasi utama dalam menentukan konsekuensi hukum yang mungkin timbul, termasuk jika terjadi penyimpangan
terhadap ketentuan kontraktual. Dengan demikian, apabila salah satu tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
disepakati dalam perjanjian, maka hal itu termasuk dalam wanprestasi, sehingga pihak yang dirugikan berhak
menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi. Menurut Subekti, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak gagal
untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati dalam perjanjian.[13] Selain itu, terdapat sejumlah
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan praktik pengalihan hak sewa kepada pihak ketiga, yang relevansinya
mendukung pembahasan dalam kajian ini, diantaranya : Penelitian terdahulu oleh Ni Luh Yulia Puspadanti (2016)
menunjukkan bahwa dalam pengalihan sewa, tanggung jawab hukum terutama berada pada penyewa pertama dan
pihak ketiga yang menerima pengalihan, sementara pemilik tidak lagi terikat apabila tidak memberikan persetujuan
atas pengalihan tersebut. Penelitian tersebut menegaskan pada pentingnya kejelasan persetujuan pemilik dalam
pengalihan hak sewa untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Penelitian terdahulu yang ditulis oleh
Fadhilah & Yunus (2018), adapun penetapan akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan wanprestasi berupa
pengalihan hak sewa tanpa persetujuan pemilik. Secara yuridis, para ahli hukum menyimpulkan bahwa konsekuensi
dari pelanggaran kontrak atau wanprestasi tersebut adalah timbulnya hak bagi pemilik untuk menuntut pemutusan
atau pembatalan perjanjian sewa secara sepihak. Selain pemutusan perjanjian sewa secara sepihak, penyewa yang
terbukti melakukan pengalihan tanpa sepengetahuan pemilik wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya
dengan membayar ganti kerugian atas seluruh kehilangan atau kerusakan yang diderita oleh pemilik properti.[10]
Penelitian terdahulu oleh Novitri & Alfin (2022) pengalihan hak yang dilaksanakan oleh penyewa pertama kepada
pihak ketiga tanpa izin dianggap sebagai bentuk nyata wanprestasi, yang berdasarkan ketentuan hukum
memungkinkan pemilik sewa untuk mengajukan klaim pembatalan kontrak di hadapan pengadilan. Dalam hukum
keperdataan, perjanjian subsewa yang diadakan antara penyewa pertama dengan pihak ketiga tersebut berpotensi
besar dinyatakan batal demi hukum karena cacat dari segi persetujuan yang sah. Penelitian-penelitian terdahulu
mengatakan bahwa pengalihan hak sewa ruko umumnya membahas kasus pengalihan hak sewa dengan atau tanpa
persetujuan pemilik, namun sebagian besar hanya memfokuskan pada wanprestasi atau perselisihan antara
penyewa dan pemilik. Sehingga, dinamika pihak ketiga atau penyewa kedua jarang mendapat perhatian, maka kajian
mengenai pengalihan hak sewa secara spesifik belum banyak dilakukan. Selain itu, penelitian yang ada juga belum
menelaah secara mendalam terkait keabsahan pengalihan hak sewa ruko. Ruko memiliki karakteristik hukum yang
berbeda dibanding rumah tinggal, termasuk kemungkinan disewa oleh lebih dari satu penyewa, sehingga aspek
hukum dan tanggung jawab para pihak memerlukan kajian yang lebih spesifik. Dengan demikian, diperlukan analisis
hukum yang lebih mendalam untuk menelaah akibat hukum
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yang ditimbulkan oleh pengalihan hak sewa ruko kepada penyewa kedua atau pihak ketiga yang menguasai dan
menempati ruko tanpa persetujuan pemilik.

Il. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah pengalihan hak sewa dalam hubungan hukum yang melibatkan 3 (tiga) pihak memiliki keabsahan
menurut hukum? 2. Apakah penyewa kedua atau pihak ketiga yang menempati ruko memiliki tanggung jawab
hukum atas akibat pengalihan hak sewa yang dilakukan tanpa persetujuan pemilik?

I1l. METODE

Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-
undangan (statute approach) yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian
dilakukan melalui telaah terhadap berbagai sumber hukum, baik primer maupun sekunder. Bahan hukum primer
yang dijadikan rujukan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sedangkan, bahan hukum
sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, jurnal ilmiah dan
artikel ilmiah diambil dari database google scholar dengan kata kunci “sewa menyewa"” AND “pengalihan hak sewa”.
Analisis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik deduktif melalui penyajian deskriptif terhadap fakta dan
hubungan hukum para pihak lalu dianalisis oleh undang-undang, sehingga rumusan masalah penelitian dapat
terjawab.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Pengalihan Hak Sewa Menyewa dalam Hubungan Hukum 3 (tiga) Pihak Dalam sistem hukum
Indonesia, perjanjian sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian bernama yang secara khusus diatur dalam
Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUHPerdata.[14] Hubungan sewa menyewa terbentuk melalui adanya
perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Berdasarkan Pasal 1548
KUHPerdata, perjanjian tersebut mengandung kesepakatan bahwa suatu barang tertentu dapat dimanfaatkan oleh
pihak lain dengan jangka waktu yang telah di tentukan, dengan kewajiban pihak tersebut memberikan imbalan
berupa pembayaran. Klausul ini dengan tegas menunjukkan bahwa sewa merupakan perjanjian yang saling
menguntungkan yang menetapkan hak serta tanggung jawab bagi pemilik dan penyewa.[15] Hubungan hukum
tersebut muncul dari adanya perjanjian sewa menyewa yang dibuat secara sah sesuai dengan Pasal 1320
KUHPerdata, sehingga menimbulkan kekuatan dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang
membuatnya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Ketika penyewa melakukan pengalihan sewa
ruko kepada pihak lain, sejak saat itu pihak ketiga mulai terlibat, sehingga menimbulkan hubungan hukum baru
yang perlu dianalisis kebsahannya.[16] Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, keabsahan suatu perjanjian ditentukan
oleh terpenuhinya empat syarat yang ditetapkan oleh hukum beserta unsur yang melekat pada masing-masing
syarat tersebut. Apabila unsur dan syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan
mengikat meskipun disepakati oleh para pihak, sehingga tidak menimbulkan kewajiban untuk dilaksanakan. Apabila
perjanjian tersebut tetap dijalankan, namun di kemudian hari menimbulkan perselisihan, maka pengadilan memiliki
kewenangan untuk membatalkan perjanjian tersebut atau menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak sah
menurut hukum. Adapun syarat subjektif dan syarat objektif yang perlu dipenuhi agar perjanjian dinyatakan sah,
diantaranya:[17] a. Kesepakatan para pihak (syarat subjektif) Kesepakatan para pihak merupakan unsur penting
dalam perjanjian yang mengharuskan adanya minimal dua pihak yang saling menyatakan persetujuan. Kesepakatan
tersebut harus lahir dari kehendak yang bebas, tanpa adanya paksaan, penipuan, maupun kekhilafan. Persetujuan
dianggap tercapai apabila para pihak telah sepakat mengenai pokok perjanjian dengan kehendak yang sama,
sehingga tidak lagi berada dalam tahap perundingan atau tawar-menawar. b. Kecakapan untuk membuat suatu
perikatan (syarat subjektif) Dalam membuat perjanjian, setiap pihak harus memiliki kecakapan untuk melakukan
perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecakapan tersebut pada umumnya
ditentukan
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oleh kedewasaan, yaitu telah berusia 21 tahun atau telah menikah, memiliki akal sehat, serta tidak berada di bawah
pengampuan. Selain itu, apabila seseorang bertindak mewakili pihak lain, maka harus didasarkan pada surat kuasa
yang sah. Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata, orang yang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian seperti,
orang yang belum dewasa, berada di bawah pengampuan, atau mengalami gangguan jiwa, sehingga dalam
melakukan perbuatan hukum wajib diwakili oleh walinya. c. Suatu hal tertentu (syarat objektif) Objek perjanjian
harus berupa suatu prestasi yang jelas atau setidaknya dapat ditentukan, baik berupa penyerahan suatu benda,
pelaksanaan suatu perbuatan, maupun kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan tertentu. Prestasi tersebut
dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang menjadi kewajiban para
pihak untuk dipenuhi. Kejelasan objek perjanjian diperlukan agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat
dilaksanakan secara nyata. Apabila objek atau prestasi yang diperjanjikan tidak jelas, sulit, atau tidak mungkin
dilaksanakan, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Pasal 1234 KUHPerdata menegaskan bahwa prestasi
dalam perjanjian dapat berupa kewajiban menyerahkan suatu benda atau melakukan pertukaran tertentu, seperti
dalam jual beli barang berwujud ataupun hak yang tidak berwujud. d. Suatu sebab yang halal (syarat objektif)
Suatu sebab yang halal dalam beberapa literatur juga disebut sebagai causa, yaitu latar belakang atau dasar
diadakannya suatu perjanjian. Setiap perjanjian harus memiliki sebab yang dibenarkan oleh hukum dan tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal
1337 KUHPerdata. Subekti berpendapat bahwa sebab atau causa merupakan isi dari perjanjian itu sendiri,
sedangkan pandangan lain menempatkan causa sebagai tujuan yang ingin dicapai melalui dibuatnya kontrak.[17]

Jika syarat subjektif yaitu kesepakatan dan kecakapan para pihak tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan
oleh pihak yang berkepentingan. Namun, selama pembatalan tidak di ajukan, maka perjanjian akan tetap berlaku
dan mengikat para pihak. Sebaliknya, jika syarat objektif yaitu objek tertentu dan sebab yang halal tidak terpenuhi
maka akan mengakibatkan perjanjian batal demi hukum sehingga perjanjian dianggap tidak pernah ada.

Pemenuhan syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata menjadi suatu
hal yang paling penting dalam menilai keabsahan suatu perjanjian sewa menyewa serta menentukan sah atau
tidaknya pengalihan hak sewa kepada pihak ketiga. Dalam perikatan, ketentuan tersebut menjadi dasar yang
menentukan terkait ada atau tidaknya hubungan hukum yang sah antara para pihak. Berdasarkan Pasal 1233
KUHPerdata, perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang, apabila keempat syarat sah
tersebut terpenuhi, maka perjanjian tersebut akan melahirkan suatu perikatan antara para pihak, sehingga
perikatan yang telah lahir memiliki suatu kewajiban yang wajib dipenuhi oleh para pihak. Sedangkan, dalam Pasal
1234 KUHPerdata mengatur terkait dengan bentuk prestasi yang menjadi isi dari perikatan tersebut, yaitu berupa
kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Keberadaan prestasi tersebut
menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh para pihak. Dengan
demikian, apabila syarat sah perjanjian terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian tersebut
akan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Subjek hukum dalam
perjanjian sewa menyewa pada umumnya terdiri atas pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, dimana pihak
yang menyewakan pada dasarnya adalah pemilik yang memiliki hak dan kewenangan atas objek sewa. Sedangkan
objek perjanjian sewa menyewa berupa barang yang dapat digunakan oleh penyewa dengan kewajiban membayar
harga sewa yang telah disepakati bersama. Dalam perkara ini, perjanjian sewa menyewa pada awalnya dilakukan
oleh 2 pihak yaitu pihak A sebagai pemilik dan pihak B sebagai penyewa, dengan objek sewa berupa ruko yang
merupakan milik A, yang kemudian digunakan oleh B sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama.
Karena adanya kebutuhan dana, B kemudian menyewakan kembali ruko tersebut kepada pihak ketiga, yaitu C,
tanpa adanya persetujuan dari A. Sehingga, hubungan hukum yang semula hanya melibatkan dua pihak, menjadi
hubungan hukum yang melibatkan tiga pihak, yaitu A sebagai pemilik, B sebagai penyewa, C sebagai penyewa
kedua. Perjanjian sewa menyewa antara A sebagai pemilik dan B sebagai penyewa pada dasarnya telah memenubhi
seluruh syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata,
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sehingga perjanjian tersebut sah dan mengikat serta melahirkan perikatan yang berkekuatan hukum sebagaimana
diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dengan demikian, A sebagai pemilik berkewajiban untuk menyerahkan objek
sewa dalam keadaan yang layak untuk disewakan dan berkewajiban memperbaiki kerusakan bangunan apabila hal
tersebut menjadi tanggung jawabnya sesuai perjanjian, sedangkan B berkewajiban untuk melakukan sejumlah



pembayaran kepada A atas objek sewa tersebut dan dilarang mengalihkan hak sewa ruko tersebut kepada pihak lain
tanpa izin dari pemilik. Pengalihan hak sewa yang dilakukan oleh B kepada C tanpa persetujuan dari A menimbulkan
persoalan pada keabsahan apabila ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata. Jika ditinjau dari unsur kesepakatan, tidak
terdapat persetujuan dari A selaku pemilik dan pihak yang berwenang atas objek sewa, yang dimana persetujuan
tersebut merupakan dasar utama lahirnya hubungan hukum yang sah. Selain itu, jika ditinjau dari unsur objek
perjanjian, B tidak memiliki hak untuk menyewakan kembali objek sewa tersebut karena kedudukannya hanya
sebagai penyewa, bukan sebagai pemilik atau pihak yang diberi kewenangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
syarat sah perjanjian tidak terpenuhi secara sempurna. Dengan demikian, hubungan hukum sewa menyewa antara
B dan C tidak memenuhi syarat sah nya perjanjian dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum.
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditegaskan bahwa perjanjian sewa menyewa yang dibuat antara A dan B
dapat dinyatakan sah serta memiliki kekuatan mengikat secara hukum karena telah memenuhi syarat sah
perjanjian. Sedangkan, perbuatan B yang menyewakan kembali kepada C tanpa pesetujuan dari A sebagai pihak
yang berwenang atas objek sewa mengandung cacat hukum, karena tidak melibatkan persetujuan dari pihak yang
seharusnya memberikan izin dan tidak didasarkan pada hak atas objek perjanjian. Oleh karena itu, hubungan
hukum sewa menyewa antara B dan C tidak memenubhi syarat sahnya perjanjian, tidak menimbulkan akibat hukum
yang mengikat bagi A, serta menimbulkan tanggung jawab hukum bagi B atas pelanggaran terhadap perjanjian sewa
menyewa yang telah disepakati sebelumnya.

2. Analisis Tanggung Jawab Hukum Penyewa Kedua terhadap Akibat Pengalihan Hak Sewa tanpa
Persetujuan Pemilik

Hubungan hukum yang terbentuk dari suatu perjanjian sewa menyewa pada dasarnya hanya berlaku antara dua
pihak yang telah bersepakat. Namun dalam praktiknya, hubungan hukum dalam perjanjian sewa menyewa bisa
berkembang dengan melibatkan pihak lain, terutama ketika hak sewa di alihkan pada pihak ketiga. Hubungan
hukum tiga pihak ini tidak selalu sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, terutama jika pengalihan dilakukan
tanpa persetujuan dari pihak yang berhak atas objek sewa. Pengalihan hak sewa yang dilakukan tanpa izin dari
pemilik tidak hanya menyebabkan masalah hukum bagi semua pihak yang terlibat, tetapi juga dapat melanggar
kewajiban penyewa sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Ketika penyewa menyewakan kembali objek yang
disewanya tanpa izin dari pemilik, maka tindakan tersebut dianggap sebagai tidak terpenuhinya prestasi yang telah
di sepakati, sehingga dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.[18] Pembatalan perjanjian merupakan salah satu
akibat hukum dari terjadinya wanprestasi, yang menyebabkan para pihak kembali berada pada keadaan sebelum
adanya perjanjian, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah dibuat. Wanprestasi yang terjadi tidak secara
langsung mengakibatkan perjanjian menjadi

Pihak 2

Perjanjian Sewa Menyewa

Perjanjian Pengalihan Hak Sewa

Wanprestasi

Perbuatan Melawan Hukum

Pihak 1

A

Pemilik ruko/ yang menyewakan Penyewa Pertama

Pihak 3

Penyewa Kedua

Gambar 1. Skema hubungan hukum para pihak dalam pengalihan hak sewa tanpa persetujuan pemilik
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batal demi hukum, melainkan harus ditinjau terlebih dahulu faktor penyebabnya, seperti apakah wanprestasi
tersebut terjadi karena unsur kesengajaan dari salah satu pihak atau disebabkan oleh keadaan di luar kendali para
pihak, seperti terjadinya keadaan memaksa (force majeure).[2] Hubungan hukum antara A sebagai pemilik ruko dan
B sebagai penyewa merupakan hubungan hukum yang sah dan mengikat secara hukum selama perjanjian sewa
menyewa tersebut tidak dibatalkan atau diakhiri secara hukum. Hubungan hukum tersebut tidak berakhir hanya
karena penyewa melakukan tindakan yang tidak sesuai dari ketentuan perjanjian, karena selama pembatalan atau
pengakhiran perjanjian belum dinyatakan secara tegas oleh pemilik, maka perjanjian sewa menyewa tetap dianggap
berlaku dan mengikat para pihak. Oleh karena itu, pemilik tetap memiliki hak sepenuhnya atas objek sewa,
termasuk hak untuk menuntut agar penyewa melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan.[19]
Perjanjian yang terbentuk antara B sebagai penyewa pertama dan C sebagai penyewa kedua (pihak ketiga) dapat
dikatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum jika pengalihan hak sewa dilakukan tanpa persetujuan
pemilik. Pada dasarnya, yang memiliki hak dan berwenang atas objek sewa adalah A sebagai pemilik, B yang
merupakan penyewa hanya memiliki hak untuk menggunakan objek sewa sesuai dengan perjanjian, dan tidak
memiliki hak untuk mengalihkan atau menyewakan kembali objek sewa kepada pihak lain. Sedangkan C sebagai
penyewa kedua tidak secara langsung memiliki hubungan hukum dengan A. Berdasarkan hubungan hukum yang
terjadi antara para pihak, C hanya terikat langsung dengan B, tetapi hubungan tersebut tidak didasarkan pada
perjanjian yang sah, karena pengalihan hak sewa yang dilakukan tidak mendapatkan persetujuan dari pemilik. Oleh
karena itu, C tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, sehingga kedudukannya dalam objek sewa dapat dibatalkan
dan diminta untuk mengosongkan ruko jika pemilik menuntut mengosongkannya. Hubungan hukum antara A dan B
lahir dari adanya suatu perjanjian antara 2 pihak yang sah menurut hukum. Perjanjian tersebut menimbulkan hak
dan kewajiban bagi masing-masing pihak, di mana A berkedudukan sebagai pihak yang berhak atas prestasi,
sedangkan B berkewajiban untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan isi perjanjian.[20] Dengan demikian, B
terikat untuk menggunakan objek sewa sesuai dengan yang telah disepakati dan tidak melakukan tindakan yang
bertentangan dengan ketentuan perjanjian. Dalam perkara ini, B melakukan pengalihan hak sewa ruko kepada C
tanpa adanya persetujuan dari A, maka tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap prestasi yang
telah dibuat, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi karena B tidak memenuhi
prestasi sebagaimana mestinya dan bertindak melebihi hak yang diberikan dalam perjanjian. Dengan demikian,
perjanjian antara A dan B dapat dibatalkan, sehingga A memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap B.
Gugatan tersebut dapat berupa pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, pengakhiran hubungan sewa
menyewa, serta tuntutan ganti rugi. Dalam hal ini, B memiliki tanggung jawab penuh atas wanprestasi tersebut
karena kelalaiannya dalam menaati perjanjian yang telah disepakati.[21] Perjanjian yang dibuat antara B dan C
dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hubungan tersebut dapat dikatakan terbentuk dari suatu
perbuatan hukum antara dua pihak, yaitu berupa pengalihan hak sewa ruko. Dikarenakan B mengalihkan hak sewa
tanpa persetujuan dari A, maka perjanjian tersebut hanya mengikat B dan C tanpa melibatkan A sebagai pemilik
ruko. Namun, tindakan C yang menempati atau menguasai ruko tanpa persetujuan pemilik dapat dikategorikan
sebagai perbuatan melawan hukum. Meskipun C memperoleh ruko tersebut dari B, penguasaan tersebut tetap
melanggar hak subjektif A sebagai pemilik ruko dan tidak memiliki dasar hukum yang sah. Berdasarkan unsur-unsur
perbuatan melawan hukum, semua unsur terpenuhi karena adanya tindakan yang melanggar hukum, adanya



kesalahan, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan pihak C dan kerugian yang dialami oleh A. Dengan ini,
pihak A sebagai pemilik dapat mengajukan gugatan terhadap C dengan tuntutan pengosongan ruko dan
pembayaran ganti rugi. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan jika hubungan hukum antara A dan B
berasal dari perjanjian sewa menyewa yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Tindakan B
yang mengalihkan hak sewa ruko kepada C tanpa mendapat persetujuan dari A termasuk tindakan yang melanggar
perjanjian atau biasa disebut wanprestasi, karena bertentangan dengan ketentuan yang tertera dalam perjanjian.
Sementara itu, hubungan hukum antara B dan C tidak melibatkan langsung terhadap A, sehingga tindakan C yang
menguasai ruko tanpa persetujuan dari A sebagai pemilik sah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh
karena itu, A bisa saja mengajukan gugatan kepada B karena telah melakukan wanprestasi dengan menuntut
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atas pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, pengakhiran sewa, maupun ganti rugi, serta menggugat C atas
dasar perbuatan melawan hukum dengan tuntutan pengosongan ruko dan ganti rugi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keabsahan perjanjian sewa menyewa ditentukan oleh
terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian antara pemilik
dan penyewa pertama dapat dinyatakan sah karena telah memenuhi seluruh syarat sah nya perjanjian, yaitu adanya
kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek tertentu, suatu sebab yang halal, serta
mengikat para pihak sebagai undang-undang. Namun, keabsahan tersebut tidak berlaku apabila penyewa pertama
mengalihkan hak sewa kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik, karena pengalihan tersebut mengandung
cacat hukum karena tidak adanya persetujuan dari pihak yang berwenang atas objek sewa, sementara penyewa
pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk menyewakan kembali objek sewa. Dengan demikian, perjanjian
antara penyewa pertama dan penyewa kedua tidak memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak memiliki kekuatan
mengikat secara hukum terhadap pemilik. Sehingga hubungan hukum yang sah hanya terjadi antara pemilik dan
penyewa pertama, sedangkan hubungan antara penyewa pertama dan penyewa kedua bersifat internal dan tidak
menimbulkan akibat hukum bagi pemilik. Oleh karena itu, pihak ketiga tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat
atas ruko tersebut dan sewaktu-waktu dapat diminta oleh pemilik ruko untuk mengosongkan. Ditinjau dari
perspektif tanggung jawab hukum, tindakan penyewa pertama dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena
melanggar kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, sehingga pemilik berhak untuk menuntut atas pemenuhan
prestasi, pembatalan perjanjian, pengakhiran sewa, maupun ganti rugi, sedangkan penyewa kedua yang menguasai
ruko tanpa persetujuan pemilik dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang dimana pemilik
berhak untuk menuntut pengosongan ruko dan ganti rugi, sehingga dalam pengalihan hak sewa tanpa persetujuan
pemilik, terdapat dua bentuk pertanggungjawaban hukum, yaitu wanprestasi oleh penyewa pertama dan perbuatan
melawan hukum oleh pihak ketiga.
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karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta menjadi salah satu referensi bagi
penelitian pada masa mendatang
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